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ABSTRACK 

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas, Efektivitas dan 

Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat 

(Studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data statistik deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Pucangarum sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. masyarakat (2) penatausahaan 

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pucangarum selaku pengelola telah berusaha semaksimal 

mungkin dan telah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan 

hingga pertanggungjawaban, dan untuk proses pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. (3) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pucangarum dengan 

transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa selaku pengelola ADD kepada masyarakat 

berupa informasi penggunaan dana ADD sehingga timbul prasangka positif dari masyarakat desa 

terhadap aparat desa .” 

Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Alokasi Dana Desa (ADD), 

 

 “This study aims to determine and analyze the Accountability, Effectiveness and Efficiency of 

Village Fund Allocation Management in Efforts to Equalize Community Empowerment (Study in 

Pucangarum Village, Baureno District, Bojonegoro Regency). The type of research used is 

qualitative research with descriptive statistical data analysis methods. Data was collected by using 

observation, interview, and documentation techniques. The results showed that (1) the planning 



stage of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Pucangarum was in accordance with 

what was planned by the village government and in accordance with the needs of the community 

to improve the standard of living of the community (2) the administration of the management of 

the allocation of village funds in the village of Pucangarum as the manager has tried his best and 

has referred to Permendagri No. 20 of 2018 from planning to accountability, and for the recording 

process it is in accordance with the provisions of the law. (3) Accountability for Village Fund 

Allocation (ADD) in Pucangarum Village with transparency or openness by the village 

government as ADD manager to the community in the form of information on the use of ADD 

funds so that positive prejudices arise from village communities towards village officials.” 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, 

namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu 

membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang 

dilaksanakan. Putra dan Rahmawati (2012) menjelaskan Akuntansi 

Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan 

transaksitransaksi yang terjadi di badan pemerintah. Namun terkadang masih 

ada pihak-pihak yang terkait pembuat laporan pertanggungjawaban yang 

masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya 

untuk daerah pedesaan. Adanya kebijakan otonomi daerah menjadikan daerah 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 
 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan 

dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah 

dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur 

pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak 

terjadi disharmoni dan dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

untuk meneruskan sisa masa jabatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 pasal 1 Tentang Desa, desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati 

dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan 

desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43 yaitu meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 

pelaporan. Pemerintahan desa bertangungjawab melaksanakan pekerjaan 

pengalokasian keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam 

mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah. 

 

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bab 1 pasal 1 tentang 

ketentuan umum Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima kebupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah di tetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 2001). 

Sebagai upaya kejelasan peraturan dalam pengelolaan keuangan desa, 

hal ini dapat dilihat melalui lahirnya (Permendagri) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di mana 

dalam peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Menteri tentang 

pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat 

urgen dan sensitive pada pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian 

rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Biasanya masalah keuangan desa 

selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya 

yang terkait dengan pemerintahan desa. Khusunya yang bersangkutan dengan 

pengawasan dana desa. Bahkan tidak sedikit LSM atau organisasi lainnya 

yang terkadang ingin tahu banyak tentang pengelolaan keuangan di desa, 

walaupun sebenarnya secara teknis lembaga tersebut tidak memeiliki 
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kepentingan praktis di desa. 

 

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu 

aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu 

karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik 

merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait 

dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi 

tangungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat 

mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

(Rahayu, 2011) Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai 

penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik 

(Putriyanti: 2012). 

Mardiasmo (2009:4) mengungkapkan bahwa konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, pemerolehan input dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan 

perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan 

input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output 

tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan 

dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas 
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merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 

Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

Seiring dengan semakin kuatnya posisi desa dalam hal pengelolaan 

keuanganya, dana desa yang diberikan pemerintah semakin besar pula, namun 

hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di beberapa desa yang ada di 

Indonesia 

Hasil penelitian Retnaningtyas (2019) menunjukkan pentingnya 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ditunjukkan secara teknis 

maupun administrasi sistem pengelolaan sudah berjalan dengan baik sesuai 

peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara 

transparan dan akuntabel. Namun hasil penelitian Arifiyanto (2014) 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan 

ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi 

administrasi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten. 

Mengingat hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai peran penting bagi Pemerintahan 

Desa agar dalam pengelolaannya dapat mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Sehingga peneliti ingin melakukan kajian yang 

dilakukan di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. 

Desa Pucangarum merupakan salah satu desa di Kecamatan Baureno 
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yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro yang akan digunakan sebagai pembangunan desa supaya lebih 

maju dan berkembang serta mendapat tugas untuk menggunakan dana tersebut 

untuk sebagai upaya untuk pemerataan pemberdayaan masyarakat. Tujuan 

dalam penggunaan alokasi Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk 

membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerataan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 

infrastruktur desa. Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk aspek 

pemberdayaan masyarakat. Pada aspek pemberdayaan biasanya meliputi 

pengembangan, program kemandirian serta memperkuat bidang sosial 

ekonomi masyarakat desa (Eko 2002). 

Dalam rangka pertanggungjawaban publik maka pengelola Dana Desa 

di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melakukan 

optimalisasi anggaran yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk 

meningkatkan kesehjahteraan masyarakat. Kondisi yang terjadi selama ini 

menunjukan bahwa pengelola Dana Desa masih kurang efektif, dimana 

pengelolaan yang dilakukan selama ini belum mampu berperan sebagai 

kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah dan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menjadi hal penting sebagai upaya 

untuk pengukuran kinerja dalam pengelolaan alokasi dan desa melalui analisis 

ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan. 

Namun demikian pengelola Dana Desa di Desa Pucangarum 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pada tahun 
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2020 terjadi penggunaan Dana Desa yang kurang efektif atau kurang tepat, 

dimana kondisi infrastruktur yang masih minim justru memprioritaskan 

penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih 

relatif baik. Selain itu kurang efektifnya dalam pengelolaan juga ditunjukkan 

dengan adanya penggunaan dana desa memprioritaskan pendirian Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dibandingkan pembangunan infrastruktur yang 

sangat dibutuhkan dan mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. 

Beberapa kasus tersebut menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan Dana 

Desa di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka ditetapkan topik penelitian dengan judul sebagai berikut: 

“Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat (Studi 

di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka di rumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat (Studi di 

Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)? 

2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya 

pemerataan pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Pucangarum 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pemerataan pemberdayaan 

masyarakat (Studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten 

Bojonegoro) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat (Studi di 

Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

 

1. Secara Teoritis 

 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan referensi kepada peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di desa lain. 

b. Bagi bidang ilmu 

 

Bermanfaat bagi bidang ilmu akuntansi sektor publik yaitu mengenai 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa 

dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat. 

2. Secara Praktis 
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a. Bagi pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten 

Bojonegoro 

Sebagai masukan pemerintah Desa di Desa Pucangarum Kecamatan 

Baureno Kabupaten Bojonegoro dalam menganalisis akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat. 

b. Masyarakat 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tekait dengan 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dalam upaya untuk mendukung pemerataan pemberdayaan 

masyarakat 



 

 

 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian 

akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pucangarum yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pucangarum telah 

sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup 

masyarakat BAGAIMANA PROSES PERENCANANNYA ? 

2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pucangarum 

sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu 

pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dari mulai perencanaan sampai 

pertanggungjawaban nya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai 

dengan ketentuan per undang-undangan. 

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pucangarum 

dengan adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa 

sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi 

penggunaan dana ADD sehingga timbul prasangka positif masyarakat desa 

kepada aparatur desa. 
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5.2 Saran 

Dari analisis yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa 

 

Untuk perencanaan anggaran Pemerintah Desa, harus memperhatikan 

akuntabilitas dan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana 

yang akan dikelola agar tujuan pembangunan dan penggunaan dana desa 

dapat tercapai maksimal. 

2. Peneliti selanjutnya 

 

Diharapkan meneliti lebih dalam mengenai tahapan semua pengelolaan 

keuangan di Desa dari tahapan perencanaan sampai pengawasan dari pihak 

Bupati. 
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